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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam menghadapi disfungsi peran pada masa non-

pemilu. Masa non-pemilu kerap menimbulkan tantangan berupa menurunnya intensitas kerja kelembagaan, 

keterbatasan program berkelanjutan, serta berkurangnya partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember menerapkan berbagai strategi, seperti 

penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi politik masyarakat, optimalisasi pemanfaatan teknologi 

informasi, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Selain itu, upaya menjaga eksistensi kelembagaan 

dilakukan melalui program sosialisasi berkelanjutan dan pendidikan pemilih. Meskipun demikian, masih 

terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya dan rendahnya perhatian publik pada isu kepemiluan di luar 

tahapan pemilu. Oleh karena itu, diperlukan inovasi strategi yang adaptif dan berkelanjutan guna menjaga 

efektivitas peran kelembagaan dalam mendukung kualitas demokrasi di tingkat lokal. 

Kata Kunci: Strategi Kelembagaan, Masa Non-Pemilu, Disfungsi Peran. 
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PENDAHULUAN 

Sebagai negara yang mengadopsi prinsip demokrasi, Indonesia mengedepankan pemerintahan 

yang dibentuk oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan dikelola oleh rakyat (Signora dkk., 2023). 

Indonesia, sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, percaya bahwa demokrasi 

adalah ideologi yang mengharuskan keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan kesejahteraan 

mereka (Broockman, 2017). Dalam sistem ini, rakyat memegang posisi yang sangat penting karena 

kekuasaan ada di tangan mereka. Dengan demikian, rakyat memiliki hak untuk menentukan masa 

depan mereka serta dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, 

mereka juga memiliki andil dalam menetapkan arah tujuan dari negara dan pemerintahannya (Aulia 

dkk., 2024). Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan menyelenggarakan pemilihan umum, 

yang memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung, 

menggantikan sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Meski masih ada tantangan dan 

keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilu tetap menjadi landasan utama untuk mewujudkan 

Indonesia sebagai negara demokratis yang lebih baik. 

Pemilu merupakan salah satu sarana utama dalam pelaksanaan demokrasi yang menjamin 

perwujudan kedaulatan rakyat melalui mekanisme perwakilan politik (Marzuki, 2009). Dalam 

konteks Indonesia, pelaksanaan pemilu diselenggarakan oleh dua lembaga utama, Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) yang berperan sebagai penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa kedua lembaga ini memiliki kedudukan 

strategis yang saling melengkapi, dimana KPU berperan merancang, melaksanakan, dan menetapkan 

hasil pemilu (Nazril dkk., 2024) sedangkan peran Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu 

agar berjalan secara jujur, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan (Arfa’i, 2023) 

Secara historis, terbentuknya KPU dan Bawaslu tidak dapat dipisahkan dari dinamika 

reformasi pasca-Orde Baru (Oktavia, 2024). Lahirnya tuntunan publik terhadap penyelenggaraan 

pemilu yang bebas intervensi politik memunculkan gagasan pembentukan lembaga penyelenggara 

yang bersifat independen dan permanen (Pasaribu, 2019). Perubahan konstitusi dalam amandemen 

terhadap UUD 1945 Pasal 22 E ayat 5, dengan jelas dinyatakan bahwa: Pemilihan umum diadakan 

oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sejak saat itu, KPU 

mengalami perkembangan kelembagaan yang signifikan, termasuk pembentukan struktur hingga 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Sementara itu, Bawaslu berawal dari Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu yang bersifat 

sementara atau ad hoc yang hanya aktif selama masa pemilu (Salurante dkk., 2022). Namun, seiring 

dengan meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan kebutuhan pengawasan 

berkelanjutan, dibentuklah Bawaslu sebagai lembaga permanen melalui Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2007 yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Selanjutnya, penguatan 

kelembagaan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

menetapkan peran Bawaslu hingga tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Dengan demikian, di 

setiap daerah, termasuk Kabupaten Jember, KPU dan Bawaslu memiliki struktur organisasi dan 

kewenangan masing-masing yang merupakan representasi dari lembaga nasional. 

Secara normatif, regulasi struktur kelembagaan KPU dan Bawaslu diatur melalui sejumlah 

peraturan undang-undang dan peraturan lembaga masing-masing. KPU memiliki landasan hukum 

yang mengatur fungsi, susunan organisasiserta sistem kerja sekretariat seperti halnya tertuang pada 

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, sementara Bawaslu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 

1 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa 

struktur kelembagaan KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten bersifat otonom namun tetap 

berkoordinasi secara vertikal dengan lembaga di atasnya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penggunaan 
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istilah Komisi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencerminkan perannya sebagai lembaga 

utama penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini ditegaskan dalam 

Pasal 8 yang menyebutkan bahwa KPU berfungsi sebagai penyelenggara pemilu secara nasional, 

tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Sementara itu, istilah Badan pada Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) menunjukkan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang mengawasi 

pelaksanaan pemilu di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17. Dengan 

demikian, penyebutan “Komisi” menekankan fungsi penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu, 

sedangkan istilah “Badan” menegaskan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya 

proses pemilu. 

Namun, meskipun kedua institusi ini memiliki fungsi yang saling melengkapi, dalam praktik 

kelembagaan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Jember, terdapat ketidakseimbangan yang 

signifikan dalam implementasi fungsi tersebut. Kesenjangan besar dalam skala anggaran antara KPU 

dan Bawaslu Jember menjadi contoh nyata dari ketidakseimbangan tersebut. KPU Jember telah 

memperoleh alokasi dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp 103 miliar melalui NPHD bersama 

Pemkab Jember (Solichah, 2023). Sebaliknya, Bawaslu Jember menghadapi proses perjanjian 

NPHD yang tertunda, dengan usulan anggaran yang jauh lebih kecil dan “terkatung-katung”, 

disebutkan angka sekitar 16 miliar untuk tahapan awal (Radar Jember, 2023). Perbedaan nominal ini 

cenderung menunjukkan bahwa kapasitas pendanaan pengawasan oleh Bawaslu cenderung jauh 

lebih terbatas dibandingkan dengan kapasitas pelaksanaan teknis oleh KPU. 

Kesenjangan ini semakin tampak dalam dinamika koordinasi dan akuntabilitas antar lembaga 

penyelenggara pemilu daerah. Kasus pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

(DKPP) terhadap KPU dan Bawaslu Jember berkaitan dengan adanya dugaan manipulasi jumlah 

suara, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan di Dapil Jatim IV, tampak terdapat 

kesenjangan struktural antara kedua lembaga penyelenggara: KPU Jember diduga menolak atau 

mengabaikan permintaan saksi untuk menyandingkan data hasil temuan dalam rekapitulasi ulang, 

sehingga proses transparansi dipertanyakan, sedangkan Bawaslu Jember diduga mengabaikan 

laporan pelanggaran yang telah disampaikan saksi partai politik dan bahkan hingga ke Bawaslu 

Provinsi maupun Bawaslu RI tanpa kejelasan progresnya kesenjangan ini menunjukkan pelemahan 

dalam koordinasi pengawasan internal serta kurangnya akuntabilitas bersama antara KPU dan 

Bawaslu dalam menjalankan fungsi masing-masing (DKPP, 2024). 

Kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan, terutama ketika 

memasuki masa non-pemilu. Pada periode ini, baik KPU maupun Bawaslu menghadapi tantangan 

tersendiri karena ketiadaan tahapan elektoral formal (segala bentuk aktivitas, tahapan, dan 

kewenangan penyelenggaraan pemilu yang bersifat resmi, legal, dan diatur dalam regulasi 

kepemiluan) seringkali menimbulkan disfungsi peran, seperti menurunnya aktivitas kelembagaan, 

terbatasnya anggaran, dan berkurangnya atensi publik terhadap isu kepemiluan. Padahal, periode 

non- pemilu perlu dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, evaluasi kebijakan, 

serta penguatan kapasitas internal dan pelaksanaan pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Jika 

periode ini tidak dimanfaatkan secara strategis, lembaga berpotensi kehilangan efektivitas dan daya 

adaptif menjelang pemilu berikutnya. Oleh karena itu, strategi kelembagaan yang adaptif dan 

inovatif diperlukan agar kedua lembaga tetap berfungsi optimal dalam menjaga kesinambungan 

demokrasi di daerah. Dalam pelaksanaan demokrasi yang terus berkembang di Indonesia, lembaga 

penyelenggara dan pengawas pemilu seperti KPU dan Bawaslu secara empiris tetap menghadapi 

tantangan signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan 

umum masih mengalami fluktuasi dan belum menunjukkan peningkatan yang konsisten, meskipun 

prosedur pemilu telah berjalan secara formal (Hidayat, 2025). Dalam konteks pengawasan pemilu, 

diketahui bahwa meskipun keberadaan Bawaslu telah lama (sejak era reformasi) dan memiliki 

kewenangan pengawasan, implementasi pengawasan partisipatif masih menunjukkan kelemahan 
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dalam pelibatan publik secara aktif (Abdhy Walid Siagian, Rozin Falih Alify, 2022). Namun, sedikit 

literatur yang secara khusus memfokuskan fase “masa non-pemilu” yaitu periode di antara tahapan 

pemilu atau saat lembaga tidak sedang memfasilitasi langsung pemungutan suara sebagai arena di 

mana fungsi KPU atau Bawaslu mengalami disfungsi. Dengan kata lain, sebagian besar studi 

empiris membahas tahapan Pemilu (persiapan, pelaksanaan, perhitungan) tanpa mengurai secara 

terpisah bagaimana lembaga pengawas atau penyelenggara menjalankan strategi dalam masa non-

pemilu dan bagaimana disfungsi peran muncul di periode tersebut. Karakteristik masa non-Pemilu 

yang membutuhkan strategi pengawasan dan penyelenggaraan yang berkelanjutan seringkali 

terabaikan. Oleh karena itu, gap empiris yang muncul adalah bagaimana secara empiris strategi KPU 

dan Bawaslu di fase non-Pemilu (penguatan kelembagaan, pemantauan pasca Pemilu, edukasi 

pemilih, kolaborasi antar lembaga) masih jarang diulas, dan bagaimana disfungsi peran muncul di 

situasi tersebut (Muhlisin dkk., 2022) 

Regulasi nasional menekankan fungsi pencegahan pelanggaran sebagai bentuk utama 

pengawasan pemilu, bukan hanya tindakan penindakan. Pasal 94 UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan 

pentingnya upaya pencegahan melalui pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif. 

Namun, di tingkat daerah fungsi ini masih didominasi oleh tindakan responsif terhadap laporan, 

bukan pencegahan berkelanjutan. Laporan Kiss FM Jember (2024) menunjukkan bahwa selama 

pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Jember menerima 42 laporan dugaan 

pelanggaran dari berbagai kecamatan, menunjukkan dominasi fungsi reaktif dalam pengawasan. 

Sementara itu, meskipun Bawaslu Jember melakukan pemetaan terhadap 1.861 Tempat Pemungutan 

Suara (TPS) rawan kecurangan (Antara Jatim, 2024), kegiatan tersebut dilakukan menjelang masa 

pemilu bukan secara berkelanjutan selama masa non-pemilu. Kondisi ini memperkuat gambaran 

bahwa praktik pengawasan di tingkat daerah masih cenderung kuratif dan jangka pendek, berbeda 

dengan semangat pencegahan sebagaimana diatur undang-undang. 

 Selain aspek kewenangan, dukungan anggaran juga berperan penting dalam menjaga 

keberkelanjutan fungsi kelembagaan pada masa non-pemilu. Berdasarkan Permendagri Nomor 41 

Tahun 2020 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan 

dukungan anggaran bagi penyelenggara pemilu termasuk kegiatan kelembagaan non-pemilu seperti 

pendidikan pemilih, sosialisasi, dan pengawasan berkelanjutan. Namun, realitas di Kabupaten 

Jember menunjukkan bahwa dukungan anggaran untuk fungsi kelembagaan non-pemilu belum 

optimal. 

PDIP Kabupaten Jember (2024) melaporkan bahwa Bawaslu Jember belum menandatangani 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada saat batas waktu yang ditentukan, sehingga 

berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tidak terserap (PDIP 

Jember, 2024). DPRD Kabupaten Jember juga mencatat adanya SILPA sebesar Rp276,59 miliar 

pada tahun anggaran 2023 yang sebagian berasal dari belanja kegiatan kelembagaan yang tidak 

terealisasi (DPRD Jember, 2024). 

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan peran Bawaslu dalam 

pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses 

Pemilu. Namun dalam praktiknya, di Kabupaten Jember ditemukan adanya kelemahan dalam 

pelaksanaan kewenangan tersebut. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

Nomor 99/Tahun 2024 menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember terbukti tidak 

menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan semestinya, sehingga DKPP menjatuhkan 

sanksi etik kepada pejabat terkait (DKPP, 2024). Hal ini diperkuat oleh laporan media nasional yang 

menyebut bahwa Bawaslu Jember baru merespons laporan dugaan penggelembungan suara setelah 

tekanan publik muncul melalui media massa (ANTARA News, 2024). Lebih lanjut, penelitian 

Rohman (2023) dalam Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat menyebutkan bahwa transparansi dan 

akuntabilitas keuangan di Bawaslu Jember masih rendah, dengan koordinasi antar Bawaslu dan 
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pemerintah daerah yang belum sinkron dalam penyusunan perencanaan keuangan tahunan. 

Kumpulan data tersebut menegaskan bahwa walaupun secara normatif dukungan anggaran wajib 

diberikan secara berkelanjutan, praktik di lapangan justru menunjukkan hambatan administratif dan 

keterlambatan dalam implementasi, yang berkontribusi pada stagnasi peran Kelembagaan Bawaslu 

dan KPU di masa non-pemilu. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat empat bentuk research gap normatif yang muncul di 

Kabupaten Jember: (1) ketidaksesuaian antara norma kewenangan pengawasan dan praktik 

pelaksanaannya, (2) ketimpangan antara fungsi pencegahan dan penindakan dalam pengawasan, (3) 

keterbatasan dukungan anggaran dan koordinasi fiskal antara pemerintah daerah dengan lembaga 

penyelenggara pemilu, serta (4) ketidaksesuaian antara kewenangan yang diserahkan oleh peraturan 

perundang-undang dengan implementasi yang kurang efektif dan reaktif, serta kurangnya 

akuntabilitas dalam tindak lanjut laporan pelanggaran yang diterima. Keempat gap tersebut menjadi 

dasar hal yang penting untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU 

Kabupaten Jember dalam menghadapi disfungsi peran kelembagaan pada masa non-pemilu. 

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum terintegrasi 

sepenuhnya sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, penelitian berjudul “Strategi Bawaslu dan 

KPU Kabupaten Jember dalam Menghadapi Disfungsi Peran pada Masa Non-Pemilu” penting 

dilakukan untuk memahami bagaimana kedua lembaga menjaga efektivitas dan relevansi peran di 

luar siklus elektoral. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam khazanah 

literatur mengenai ketahanan kelembagaan demokrasi serta rekomendasi praktis bagi penguatan 

fungsi kelembagaan penyelenggara di tingkat lokal. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam strategi 

kelembagaan Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam menghadapi disfungsi peran pada masa 

non-pemilu. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman terhadap fenomena sosial 

berdasarkan perspektif informan, situasi lapangan, serta makna yang muncul dari data penelitian. 

Menurut (Cresswell, 2014), Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami 

makna yang dipandang oleh individu atau kelompok sebagai hasil dari persoalan sosial. Sejalan 

dengan itu, (Moleong, 2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari individu serta perilaku yang 

diamati. Dengan demikian, pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian ini dengan 

pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji berkaitan dengan dinamika strategi kelembagaan, 

pola adaptasi organisasi, koordinasi antar-lembaga, serta berbagai kendala yang muncul pada masa 

non-tahapan pemilu. 

Secara operasional, penelitian ini juga bersifat deskriptif, karena peneliti berupaya 

memaparkan secara sistematis kondisi empiris yang terjadi di Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember 

pada masa non-pemilu. Karakter deskriptif tersebut tampak dari upaya peneliti untuk memaparkan 

peran dan fungsi kelembagaan, bentuk strategi yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta 

efektivitas upaya yang dilakukan oleh kedua lembaga dalam menjaga eksistensi dan relevansi 

perannya. Pemilihan jenis penelitian ini juga konsisten dengan rancangan penelitian yang telah 

disusun dalam naskah skripsi, yaitu penggunaan teknik purposive sampling untuk menentukan 

informan  kunci,  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam, observasi, serta 

studi dokumentasi, dengan analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik. 

Oleh karena itu, penelitian kualitatif deskriptif dinilai paling tepat untuk memberikan gambaran 

yang komprehensif mengenai strategi Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam menghadapi 
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disfungsi peran pada masa non-pemilu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran dan Fungsi Kelembagaan pada Masa Non-tahapan 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa baik Bawaslu maupun KPU memaknai masa non-

tahapan bukan sebagai masa berhentinya aktivitas kelembagaan, melainkan sebagai fase 

keberlanjutan tugas-tugas inti yang tetap harus dijalankan. Pada KPU Kabupaten Jember, informan 

menegaskan bahwa secara konstitusional tugas KPU tidak hanya berjalan pada saat tahapan pemilu, 

tetapi juga terus berlangsung di luar tahapan, terutama dalam bentuk pemeliharaan data pemilih dan 

pendidikan pemilih. 

“Jadi gini ya sebetulnya secara konstitusi awal memang KPU maupun Bawaslu perlima tahun 

tugas kami, sehingga tugasnya itu tidak hanya pada saat tahapan. Kecuali memang pada saat 

tahapan lebih padat kegiatannya, berarti pada saat tidak tahapan bukan tidak ada kegiatan...” Dessi 

Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026 

Masih dalam keterangan yang sama, informan KPU menambahkan bahwa agenda yang paling 

mendesak pada masa non-tahapan adalah pemeliharaan data pemilih yang dilakukan secara 

berkelanjutan dan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula. 

“...yang paling urgent itu kegiatan pemeliharaan data pemilih yang mana dalam pemilu itu 

kenapa harus secara berkelanjutan dikerjakan...” 

“Yang kedua ada proses pendidikan politik, pemilih, pendidikan pemilih.” Dessi Anggraeni 

S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026 

Sementara itu, pada Bawaslu Kabupaten Jember, informan juga menegaskan bahwa masa non-

tahapan tetap diisi dengan tugas pengawasan yang konkret. Fokus utama pengawasan Bawaslu 

berada pada dua agenda besar, yaitu pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan 

pengawasan data partai politik berkelanjutan. 

“Klo kita di non-tahapan pemilu itu kita tetap ada yang namanya tugas tugas pengawasan di 

masa non-tahapan dan beberapa kegiatan lainnya.” 

“Pengawasan yang di non-tahapan kita ada dua agenda besar yang menjadi fokus 

pengawasan kita yang satu pengawasan pemutakhiran data pemilu berkelanjutan... Kemudian yang 

kedua adalah pengawasan data partai politik berkelanjutan.” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu 

Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026 

 Dengan demikian, data wawancara memperlihatkan bahwa kedua lembaga sama-sama 

memandang masa non-tahapan sebagai ruang berkelanjutan fungsi kelembagaan. Bedanya, KPU 

lebih menekankan aspek pelayanan dan pendidikan pemilih, sedangkan Bawaslu lebih menekankan 

aspek pengawasan berkelanjutan. 

Aktivitas Utama yang Tetap Dijalankan pada Masa Non-tahapan 

Pada masa non-tahapan, KPU Kabupaten Jember tetap menjalankan beberapa aktivitas utama 

yang berkaitan dengan pemeliharaan kualitas demokrasi. Informan menjelaskan bahwa pendidikan 

pemilih tetap dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, seminar, 

dan menjadi narasumber pada forum-forum tertentu. Fokus pendidikan pemilih pemula, kelompok 

perempuan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas. 

“Teknisnya biasanya kita turun ke sekolah-sekolah SMA maupun Universitas Perguruan 

Tinggi, nah itu yang kita sasar pertama.” 

“Dan ada beberapa sasaran pemilih yang kita sasar, yang pertama memang pemula… yang 

kedua kaum kelompok perempuan dan kelompok marginal… kemudian kelompok penyandang 

disabilitas…” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 

2026 

Selain itu, KPU juga memanfaatkan sarana edukatif seperti Mobil Pintar Pemilu sebagai media 
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sosialisasi kepada masyarakat. Informan menekankan bahwa program ini bukan sepenuhnya hal 

baru, tetapi merupakan bentuk penguatan dan perluasan metode sosialisasi. 

“Kita punya mobil keliling MPP (Mobil Pintar Pemilu) nah itu, di situ ada pamflet-pamflet 

terus properti properti pemilu terus diagram diagram/jargon jargon pemilu juga ada video video...” 

Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026 

Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Jember juga tetap menjalankan aktivitas utama di luar 

tahapan, tidak hanya pada pengawasan data pemilih dan data partai politik, tetapi juga kegiatan 

konsolidasi demokrasi, sosialisasi pengawasan partisipatif melalui media sosial, pembelajaran 

internal, serta kegiatan koordinatif yang dilaksanakan bersama jajaran provinsi dan pusat. 

“Di samping itu, kita juga dikasih tugas tugas lain sama pimpinan kita di RI. Tugas lain lain 

kita apa? Ada yang namanya konsolidasi demokrasi...” 

“Kemudian kami juga melakukan kegiatan namanya sosialisasi pengawasan partisipatif tapi 

sifatnya hanya mengedukasi di beberapa media sosial kita seperti di Instagram, TikTok, YouTube, 

dsb...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026 

Data ini menunjukkan bahwa aktivitas non-tahapan pada kedua lembaga tetap berjalan dalam 

bentuk yang berbeda. KPU lebih menonjol pada pendidikan pemilih dan sosialisasi, sedangkan 

Bawaslu menonjol pada pengawasan berkelanjutan, edukasi pengawasan partisipatif, dan penguatan 

internal lembaga. 

Perbedaan Beban Kerja pada Masa Tahapan dan Non-tahapan 

Hasil wawancara juga memperlihatkan adanya perbedaan yang jelas antara beban kerja pada 

masa tahapan dan non-tahapan. Informan KPU menegaskan bahwa secara administratif pekerjaan 

tetap berjalan pada kedua masa tersebut, tetapi volume, intensitas, dan ritme kerja jauh lebih berat 

ketika tahapan pemilu berlangsung. 

“Klo ngomong beban kerja itu ada beberapa hal sebetulnya, kerja kerja kita itu sebenernya 

kerja administratif dan kerja teknis ya. Klo administratif ini baik tahapan maupun tidak tahapan itu 

berjalan terus cuman bebannya tentunya jauh lebih besar pada saat tahapan...” Dessi Anggraeni 

S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026 

Informan juga menegaskan bahwa pada saat tahapan pemilu berlangsung, jam kerja menjadi 

sangat fleksibel bahkan cenderung tanpa batas hari kerja formal. 

“...pada saat tahapan kita tidak punya jam kerja, tidak punya hari tanggal merah, tidak ada 

hari libur.” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 

2026 

 Bawaslu Kabupaten Jember juga menyampaikan hal yang serupa. Pada masa tahapan, 

dukungan sumber daya manusia lebih besar karena adanya badan ad hoc hingga tingkat 

desa/kelurahan. Sebaliknya, pada masa non-tahapan, badan ad hoc tersebut tidak ada, sehingga 

kemampuan kelembagaan menjadi lebih terbatas. 

“Ya memang pasti secara dukungan anggaran ketika tahapan dan non-tahapan pasti beda 

kemudian dukungan SDM pun pasti akan berbeda karna ketika masa tahapan kita punya badan ad 

hoc sampai kita di tataran desa kelurahan.” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten 

Jember, Wawancara 25 Februari 2026 

Dari data ini terlihat bahwa perbedaan utama antara masa tahapan dan non- tahapan tidak 

terletak pada atau tidak adanya pekerjaan, tetapi pada skala pekerjaan, dukungan struktur organisasi, 

dan intensitas kegiatan. 

Strategi Menjaga Eksistensi dan Efektivitas Lembaga 

Dalam menghadapi masa non-tahapan, kedua lembaga mengembangkan strategi yang 

menyesuaikan kondisi sumber daya yang tersedia. Pada KPU Kabupaten Jember, strategi utama 

bukan di lihat sebagai upaya “mengisi kekosongan”, melainkan meneruskan kegiatan rutin yang 

memang sudah menjadi bagian dari fungsi kelembagaan. 
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“Gak perlu mensiasati sebetulnya, kita sudah ada kegiatannya, kegiatan rutin ada.” Dessi 

Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026 

Adapaun pada Bawaslu Kabupaten Jember, strategi yang dilakukan lebih menekankan pada 

perencanaan kerja yang realistis, terukur, dan menyesuaikan kemampuan anggaran serta jangkauan 

lembaga. 

“Yang pasti kita harus punya rencana kerja yang matang, apa yang harus kita lakukan, 

kemudian kita juga harus mengukur dengan kemampuan kita juga. Jadi kita tidak pingin kegiatan 

yang muluk muluk, tapi tidak bisa kita lakukan.” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten 

Jember, Wawancara 25 Februari 2026 

 Bawaslu juga menggunakan strategi mendekat ke forum-forum masyarakat yang sudah ada, 

sehingga tidak harus selalu membuat kegiatan formal yang membutuhkan biaya besar. 

“Makanya kita nimbrung ke kelompok kelompok itu, kita coba ngobrol dengan semua 

masyarakat...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 

2026 

Dalam konteks menjaga eksistensi kelembagaan di mata publik, Bawaslu memanfaatkan media 

sosial sebagai sarana edukasi yang dianggap paling efektif pada masa non-tahapan. 

“...yang bisa kita lakukan apa? Kita memanfaatkan media sosial...”Sanda Aditya Pradana 

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026 

“Pasti akan kita edukasi ke masyarakat ini dengan sosialisasi dalam bentuk di media sosial 

karna yang paling efektif hari ini adalah media sosial terutama TikTok dan Instagram...” Sanda 

Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026 

Data ini menunjukkan bahwa strategi kelembagaan pada masa non-tahapan cenderung bersifat 

adaptif. KPU menegaskan kesinambungan kegiatan rutinnya, sedangkan Bawaslu lebih terlihat 

mengembangkan strategi berbasis efisiensi, pendekatan komunitas, dan pemanfaatan media sosial. 

Inovasi dan Penguatan Kapasitas Internal 

Dalam hal inovasi, KPU Kabupaten Jember memandang bahwa kegiatan yang dilakukan pada 

masa non-tahapan bukan sepenuhnya inovasi baru, melainkan pengembangan bentuk sosialisasi yang 

sudah ada. Salah satu bentuknya ialah penggunaan Mobil Pintar Pemilu dan keikutsertaan dalam 

berbagai kegiatan publik. 

 “Inovasi itu kan sesuatu yang baru ya, sedangkan yang kita lakukan itu sebetulnya bukan hal 

baru hanya kita memperbanyak jenis aja.” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten 

Jember, Wawancara 11 Februari 2026 

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Jember menunjukkan inovasi yang lebih terarah pada 

penguatan kapasitas internal sumber daya manusia. Salah satu kegiatan yang sedang digagas ialah 

kajian bersama terkait penanganan pelanggaran agar seluruh staf memiliki kesiapan menerima aduan 

masyarakat pada pemilu berikutnya. 

“Salah satu yang jadi kegiatan kita, hari ini kita melakukan kajian bersama teman teman dari 

sisi terutama kita bicara penanganan pelanggaran...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu 

Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026 

“...kami harapkan semuanya bisa minimal menerima penanganan pelanggaran, menerima 

aduan ketika tahapan ini berjalan di tahun 2029.” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten 

Jember, Wawancara 25 Februari 2026 

Lebih lanjut, penguatan SDM di Bawaslu juga dilakukan melalui evaluasi pengalaman tahapan 

sebelumnya, termasuk cara staf menerima aduan masyarakat dan menjaga performa pelayanan. Hal 

ini menunjukkan bahwa inovasi di Bawaslu tidak hanya berbentuk program keluar, tetapi juga 

pembenahan proses internal kelembagaan. 
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Kendala dan Potensi Disfungsi Peran pada Masa Non-tahapan 

Salah satu temuan yang paling kuat dalam wawancara ialah adanya kendala anggaran dan 

keterbatasan sumber daya manusia pada masa non-tahapan. Di KPU Kabupaten Jember, kendala 

utama yang diakui informan adalah keterbatasan anggaran untuk menjalankan pendidikan politik dan 

pendidikan pemilih secara lebih masif. 

 “Kendala utamanya adalah apa? Anggaran. Karna pada saat non- pemilu anggaran yang 

diberikan KPU terbatas, sangat terbatas.” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten 

Jember, Wawancara 11 Februari 2026 

Sementara pada Bawaslu Kabupaten Jember, selain persoalan anggaran, kendala juga muncul 

karena tidak adanya badan ad hoc pada masa non-tahapan. 

“Kita hari ini di masa non-tahapan kita tidak punya badan ad hoc...” Sanda Aditya Pradana 

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026 

Selain itu, keterbatasan anggaran di Bawaslu disampaikan secara sangat konkret. Informan 

bahkan menyebutkan alokasi yang sangat kecil untuk kegiatan konsolidasi demokrasi dan uji petik. 

“...terakhir saya dengar itu Rp 3.000.000 klo gak salah... untuk konsolidasi demokrasi Rp 

3.000.000...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 

2026 

“Kita harus pinter pinter mutar otak di situ...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu 

Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026 

Data ini penting karena menunjukkan bahwa potensi disfungsi peran pada masa non-tahapan 

bukan disebabkan oleh tidak adanya tugas, melainkan karena keterbatasan dukungan anggaran, 

SDM, dan struktur pendukung lembaga. 

Koordinasi Antarlembaga pada Masa Non-tahapan 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember 

pada masa non-tahapan tetap berjalan dan bersifat berkesinambungan, terutama dalam hal 

pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan data partai politik. Informan KPU menyebutkan secara 

singkat bahwa hubungan koordinasi dengan Bawaslu berjalan baik. 

“Baik. Ya koordinasi kita baik apalagi klo sama Bawaslu ya...” Dessi Anggraeni S.H., M.H, 

Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026 

 Dari sisi Bawaslu, koordinasi dijelaskan lebih rinci. Bawaslu menegaskan bahwa komunikasi 

dilakukan secara administratif dan bertahap, mulai dari diskusi, himbauan, saran perbaikan, hingga 

rekomendasi bila diperlukan. 

“Sebelum dilakukan pleno pasti kita namanya memberikan saran perbaikan...” Sanda Aditya 

Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026 

Koordinasi Bawaslu dengan KPU dilakukan terutama dalam agenda pemutakhiran data pemilih 

berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik, dengan pola komunikasi yang mendahulukan 

diskusi dan perbaikan administratif sebelum masuk pada bentuk rekomendasi formal. Hal itu juga 

ditegaskan narasumber bahwa hubungan kedua lembaga diarahkan pada keberhasilan 

penyelenggaraan pemilu secara bersama. 

Indikator Efektivitas Kerja Kelembagaan 

Dalam menilai efektivitas strategi pada masa non-tahapan, KPU Kabupaten Jember melihat 

bahwa kegiatan yang dilakukan selama ini sudah cukup berjalan, meskipun masih memerlukan 

dukungan anggaran yang lebih memadai. 

“...bahwa di KPU ini kegiatan-kegiatan itu belakangan ini sebetulnya sudah cukup masif...” 

Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026 

“...kita sudah bertahan nih ruang-ruang kegiatan tinggal kita mempertahankan dan 

meningkatkan...” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 

Februari 2026 
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Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Jember menempatkan tindak lanjut KPU terhadap hasil 

pengawasan sebagai indikator utama efektivitas kerja pengawasan pada masa non-tahapan. Informan 

menjelaskan bahwa ukuran efektivitas dapat di lihat dari sejauh mana data hasil uji petik atau temuan 

pengawasan dapat ditindaklanjuti oleh KPU. Pada konteks ini, indikator efektivitas bukan sekadar 

pelaksanaan kegiatan, tetapi juga hasil tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan. 

Secara umum, data hasil wawancara menunjukkan bahwa efektivitas kerja kelembagaan pada 

masa non-tahapan dipahami dalam dua bentuk. Pada KPU, efektivitas diukur dari keberlangsungan 

dan jangkauan kegiatan pendidikan pemilih. Pada Bawaslu, efektivitas diukur dari kualitas 

pengawasan dan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut. 

Analisis dan Pembahasan 

Masa Non-tahapan sebagai Bentuk Adaptasi Kerja Kelembagaan 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masa non-tahapan tidak dimaknai oleh KPU Kabupaten 

Jember dan Bawaslu Kabupaten Jember sebagai masa berhentinya kerja kelembagaan, melainkan 

sebagai masa pergeseran bentuk, ritme, dan fokus kerja. Ketua KPU Kabupaten Jember menegaskan 

bahwa tugas lembaga 

“tidak hanya pada saat tahapan,” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, 

Wawancara 11 Februari 2026 

Melainkan tetap berjalan melalui agenda pemeliharaan data pemilih dan pendidikan pemilih. 

Hal ini tampak dalam pernyataan: 

“...tugasnya itu tidak hanya pada saat tahapan... yang paling urgent itu kegiatan pemeliharaan 

data pemilih...” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 

Februari 2026 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember menyatakan bahwa pada masa non-tahapan 

tetap ada dua agenda besar yang menjadi fokus, yaitu pengawasan pemutakhiran data pemilih 

berkelanjutan dan pengawasan data partai politik berkelanjutan. 

Jika dibaca melalui teori strategi adaptasi organisasi, temuan ini menunjukkan bahwa kedua 

lembaga tidak merespons masa non-tahapan dengan kevakuman, tetapi dengan penyesuaian kerja 

dalam batas rasionalitas yang tersedia. March dan Simon menjelaskan bahwa organisasi membuat 

keputusan dalam kondisi bounded rationality, yaitu ketika pilihan tindakan selalu dipengaruhi 

keterbatasan informasi, waktu, dan sumber daya. Dalam perkembangannya, Levitt dan March 

menekankan bahwa organisasi belajar melalui rutinitas dan pengalaman masa lalu, sedangkan Scott 

menunjukkan bahwa penyesuaian organisasi publik juga terkait dengan kebutuhan menjaga 

legitimasi melalui pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif (James G. March, 1993). Dengan 

demikian, pergeseran kerja KPU dan Bawaslu pada masa non-tahapan dapat dipahami sebagai 

bentuk adaptasi kelembagaan yang tetap berupaya mempertahankan fungsi, meskipun intensitas dan 

dukungan sumber dayanya berubah (KPU Jember, t.t.). 

Triangulasi data memperkuat pembacaan tersebut. Laman resmi KPU Kabupaten Jember 

menegaskan bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota adalah menyosialisasikan 

penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memutakhirkan data pemilih, sehingga secara 

normatif KPU memang tidak hanya bekerja saat tahapan berlangsung (KPU Jember, t.t.). Pada sisi 

lain, visi dan misi Bawaslu Kabupaten Jember menekankan pengawasan inovatif dan penguatan 

pengawasan partisipatif, yang menunjukkan bahwa kerja pengawasan juga dipertahankan di luar 

tahapan formal (Bawaslu Jember, t.t.). Dengan demikian, data wawancara dan dokumen resmi sama-

sama menunjukkan bahwa masa non-tahapan lebih tepat dipahami sebagai masa adaptasi kerja 

kelembagaan, bukan kekosongan peran. 

Strategi Adaptasi dan Ketahanan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Jember 

Pada Bawaslu Kabupaten Jember, strategi yang muncul pada masa non- tahapan menunjukkan 

pola adaptasi yang realistis dan berbasis keterjangkauan. Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa 
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lembaga menyusun rencana kerja yang menyesuaikan kemampuan organisasi, tidak menargetkan 

kegiatan yang terlalu besar, dan memilih “nimbrung” pada forum warga seperti pengajian, kelompok 

tani, dan musyawarah desa. 

 “kita tidak pingin kegiatan yang muluk muluk, tapi tidak bisa kita lakukan” dan “Makanya 

kita nimbrung ke kelompok kelompok itu...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten 

Jember, Wawancara 25 Februari 2026 

Strategi ini diperkuat dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi publik, karena 

tatap muka secara intensif sulit dilakukan di tengah keterbatasan anggaran. Ketua Bawaslu 

menegaskan bahwa media sosial menjadi sarana paling memungkinkan untuk menjelaskan 

pentingnya keberadaan Bawaslu, bahaya hoaks, politik uang, dan pelanggaran pemilu lainnya. 

Dalam perspektif strategi adaptasi organisasi, langkah tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu 

melakukan penyesuaian cara kerja, bukan menghentikan fungsi kerja. Fokus pada PDPB 

(Pengawasan Pendataan Pemilih Berkelanjutan), data partai politik, konsolidasi demokrasi, dan 

edukasi media sosial memperlihatkan bahwa organisasi membentuk rutinitas yang sesuai dengan 

kapasitas yang tersedia. Ini sejalan dengan gagasan Levitt dan March bahwa organisasi belajar 

melalui pengalaman lalu mengubah pengalaman itu menjadi pola tindakan berulang. Temuan 

wawancara ini juga selaras dengan publikasi resmi Bawaslu Jember tahun 2026 tentang penguatan 

pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta arahan Bawaslu Jawa Timur mengenai 

peningkatan standar dan kendali mutu pengawasan PDPB 2026. Artinya, fokus Bawaslu pada PDPB 

bukan sekadar pilihan lokal, tetapi juga bagian dari rutinitas strategis yang diakui secara 

kelembagaan. (Bawaslu Jember, 2026) 

Jika dibaca dengan teori strategi kelembagaan Christine Oliver, strategi Bawaslu tersebut 

memperlihatkan respons terhadap tekanan institusional yang cenderung berbentuk acquiescence dan 

compromise. Pada satu sisi, Bawaslu tetap patuh pada tekanan koersif berupa amanat pengawasan 

yang terus berjalan; pada sisi lain, lembaga berkompromi dengan keterbatasan sumber daya dengan 

memilih format kegiatan yang lebih hemat dan fleksibel. Tekanan normatif tampak pada tuntutan  

menjaga  kualitas  pelaporan,  profesionalisme  pengawasan,  dan kemampuan staf menerima aduan. 

Hal ini terlihat ketika Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa lembaga sedang melakukan kajian internal 

agar semua staf minimal mampu menerima aduan penanganan pelanggaran pada tahapan berikutnya. 

Teori Oliver tepat dipakai di sini karena Bawaslu bukan menolak tekanan institusional, melainkan 

menyesuaikan pelaksanaannya secara strategis agar lembaga tetap dapat bertahan dan dianggap 

relevan (Oliver, 1991). 

Dari sudut good governance, strategi Bawaslu juga mengandung unsur partisipasi, transparansi, 

dan akuntabilitas (UNESCAP, 2009). Partisipasi tampak dari upaya pengawasan partisipatif dan 

konsolidasi demokrasi bersama kelompok masyarakat. Transparansi tampak dari penguatan 

komunikasi publik melalui pelatihan press release ASN, yang oleh Bawaslu sendiri diposisikan 

sebagai sarana untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya kepada publik (B. 

Bawaslu Jember, 2025). Akuntabilitas terlihat dari penekanan jejak administrasi dalam pengawasan 

data pemilih, termasuk pemberian saran perbaikan kepada KPU secara formal. Dengan demikian, 

strategi Bawaslu Kabupaten Jember pada masa non-tahapan dapat dipahami sebagai strategi adaptif 

yang tidak hanya menjaga eksistensi lembaga, tetapi juga tetap berupaya memenuhi prinsip tata 

kelola yang baik. 

Strategi Adaptasi dan Penguatan Fungsi KPU Kabupaten Jember 

Berbeda dengan Bawaslu yang lebih menonjolkan strategi bertahan melalui efisiensi dan 

penjangkauan komunitas, KPU Kabupaten Jember memperlihatkan strategi kontinuitas program. 

Ketua KPU menegaskan bahwa pada masa non- pemilu lembaga tetap memiliki kegiatan rutin, 

sehingga menurutnya tidak perlu “mensiasati” kekosongan kerja. Ia menyatakan, 

“Gak perlu mensiasati sebetulnya, kita sudah ada kegiatannya, kegiatan rutin ada.” Dessi 
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Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026 

 Kegiatan rutin yang dimaksud terutama adalah pemeliharaan data pemilih dan pendidikan 

pemilih, dengan penekanan khusus pada pemilih pemula. 

Dalam kerangka strategi adaptasi organisasi, langkah KPU menunjukkan bahwa adaptasi 

dilakukan melalui pelembagaan aktivitas rutin. Organisasi tidak merespons perubahan konteks 

dengan membuat fungsi baru yang sama sekali berbeda, tetapi dengan mempertahankan fungsi inti 

melalui format yang lebih sesuai dengan masa non-tahapan. Pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah, 

kampus, kelompok perempuan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa 

KPU menyesuaikan saluran sosialisasi dengan kebutuhan publik pada masa non-tahapan. Hal ini juga 

didukung oleh pemanfaatan Mobil Pintar Pemilu, yang menurut Ketua KPU digunakan dalam 

berbagai kegiatan dan ruang publik agar masyarakat tetap aware terhadap pemilu. Secara teoritis, ini 

selaras dengan gagasan Levitt dan March bahwa organisasi belajar dari pengalaman sebelumnya lalu 

memelihara pola yang dianggap efektif (Barbara Levitt, 1988). 

Triangulasi sumber memperkuat temuan tersebut. Situs resmi KPU Jember menunjukkan 

berbagai bentuk pendidikan pemilih berkelanjutan, mulai dari promosi Mobil Pintar Pemilu pada 

2022, sosialisasi di Pantai Paseban pada 2023, KPU Goes to Campus pada 2025, hingga program 

Sekolah Demokrasi untuk generasi muda pada 2025. Selain itu, KPU Jember juga tercatat 

memeriahkan kegiatan publik seperti Law Run for Justice 2025 untuk memperluas jangkauan 

sosialisasi pendidikan pemilih (KPU Jember, 2025). Data ini menunjukkan bahwa apa yang 

disampaikan narasumber memang didukung oleh aktivitas kelembagaan yang terdokumentasi secara 

resmi. 

Jika dibaca melalui teori strategi kelembagaan, langkah KPU juga menunjukkan respons 

terhadap tekanan koersif, normatif, dan kultural-kognitif. Tekanan koersif muncul dari mandat 

regulatif bahwa KPU Kabupaten/Kota harus menyosialisasikan pemilu dan memutakhirkan data 

pemilih. Tekanan normatif tampak pada tuntutan profesionalisme dan pelayanan yang berkelanjutan. 

Sementara itu, tekanan kultural-kognitif muncul dari ekspektasi publik bahwa KPU tetap hadir 

sebagai lembaga demokrasi, meskipun tidak sedang berada dalam tahapan pemilu. Dalam konteks 

ini, strategi KPU dapat dipahami sebagai upaya menjaga legitimasi lembaga melalui kontinuitas 

program pendidikan pemilih, layanan data, dan keterhubungan dengan masyarakat (K. P. U. K. 

Jember, t.t.-a; Oliver, 1991). 

Dari perspektif good governance, strategi KPU relatif kuat pada dimensi transparansi, 

partisipasi, dan inklusivitas. Transparansi terlihat dari publikasi rutin kegiatan pada laman resmi dan 

penguatan pelayanan informasi publik pada 2026. Partisipasi tampak dari pendidikan pemilih 

berkelanjutan yang menyasar pemilih muda dan berbagai kelompok sosial. Inklusivitas terlihat dari 

perhatian kepada perempuan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, 

strategi KPU Kabupaten Jember pada masa non-tahapan menunjukkan bahwa penguatan fungsi 

kelembagaan tidak hanya dilakukan untuk menjaga eksistensi, tetapi juga untuk menjaga kualitas tata 

kelola demokrasi lokal (KPU Jember, 2026). 

Faktor Penyebab Potensi Disfungsi Peran pada Masa Non-tahapan 

Data lapangan menunjukkan bahwa potensi disfungsi peran pada masa non- tahapan terutama 

dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, berkurangnya dukungan SDM, dan menurunnya intensitas 

kerja lapangan. Pada KPU Kabupaten Jember, kendala yang paling tegas disebut oleh narasumber 

adalah keterbatasan anggaran. Ketua KPU menyatakan bahwa idealnya kegiatan pendidikan politik 

dan pendidikan pemilih harus padat, tetapi 

“kendala utamanya adalah apa? Anggaran. Karna pada saat non- pemilu anggaran yang 

diberikan KPU terbatas, sangat terbatas.” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten 

Jember, Wawancara 11 Februari 2026 

 Pada Bawaslu Kabupaten Jember, persoalannya lebih luas karena selain anggaran, lembaga 
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juga kehilangan dukungan badan ad hoc di tingkat bawah pada masa non-tahapan. Ketua Bawaslu 

menjelaskan bahwa pada masa tahapan, badan ad hoc membantu menjangkau desa dan kelurahan, 

sedangkan pada masa non- tahapan dukungan tersebut tidak ada. 

Dalam perspektif strategi adaptasi organisasi, keterbatasan tersebut menunjukkan konteks 

bounded rationality yang sangat nyata. Organisasi tidak dapat mengambil semua pilihan ideal, 

melainkan harus memilih langkah yang paling mungkin dilakukan dengan sumber daya yang 

tersedia. Karena itu, Bawaslu memilih strategi “nimbrung” ke forum masyarakat dan 

memaksimalkan media sosial, sedangkan KPU memperbanyak jenis kanal pendidikan pemilih tanpa 

menciptakan program yang terlalu mahal. Jadi, potensi disfungsi peran pada masa non-tahapan tidak 

muncul karena tidak adanya tugas, tetapi karena ruang gerak organisasi menyempit akibat 

keterbatasan kapasitas (Barbara Levitt, 1988; James G. March, 1993). 

Jika dibaca dengan teori strategi kelembagaan, tekanan koersif membuat kedua lembaga tetap 

harus bekerja karena mandat regulatif tidak berhenti pada masa non-tahapan. Namun, tekanan 

tersebut bertemu dengan tekanan normatif dan kultural-kognitif yang menuntut lembaga tetap terlihat 

profesional dan tetap hadir di mata publik (Oliver, 1991). Di sinilah risiko potensi disfungsi muncul: 

ketika harapan institusional tetap tinggi, tetapi kapasitas riil tidak sebesar saat tahapan. Kondisi ini 

paling terasa pada Bawaslu, karena selain pengawasan yang tetap berjalan, lembaga juga dituntut 

menjaga edukasi publik dan kredibilitas organisasi di tengah anggaran yang sangat terbatas (Bawaslu 

Jember, 2026). 

Dari sudut good governance, kondisi ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi tata kelola. 

Program yang semestinya bisa dilakukan lebih luas harus dipersempit skalanya, dan jangkauan 

pelayanan publik bergantung pada kreativitas internal lembaga. Meski demikian, kedua lembaga 

justru menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut direspons dengan penyesuaian kerja, bukan 

penghentian kerja. Karena itu, potensi disfungsi peran dalam penelitian ini lebih tepat dipahami 

sebagai risiko penyempitan kapasitas fungsi, bukan hilangnya fungsi kelembagaan secara total 

(UNESCAP, 2009). 

Efektivitas Strategi Kelembagaan dalam Perspektif Good Governance 

Efektivitas strategi Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember pada masa non- tahapan dapat dinilai 

melalui prinsip good governance, terutama transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas-

efisiensi, dan inklusivitas. Pada dimensi transparansi, KPU Jember cukup menonjol melalui publikasi 

program pendidikan pemilih, sosialisasi, dan layanan informasi publik. Kegiatan simulasi pelayanan 

permohonan informasi publik pada Maret 2026 menunjukkan upaya konkret memastikan akses 

informasi publik berjalan optimal (KPU Jember, 2026). Sementara itu, Bawaslu Jember juga 

mempublikasikan kegiatan pengawasan, konsolidasi demokrasi, dan peningkatan kapasitas 

komunikasi publik (Bawaslu Jember, 2026). Dengan demikian, kedua lembaga memperlihatkan 

upaya menjaga keterbukaan informasi pada masa non-tahapan. 

Pada dimensi partisipasi, Bawaslu menonjol melalui pengawasan partisipatif dan konsolidasi 

demokrasi, sedangkan KPU menonjol melalui pendidikan pemilih berkelanjutan. Ketua Bawaslu 

menekankan bahwa edukasi publik banyak dilakukan melalui media sosial dan pendekatan langsung 

pada kelompok masyarakat. Ketua KPU menegaskan bahwa sasaran pendidikan pemilih mencakup 

pemilih pemula, perempuan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas. Ini menunjukkan 

bahwa strategi kedua lembaga cukup sesuai dengan prinsip partisipatif dan inklusif dalam good 

governance, karena tidak hanya menjaga keberadaan lembaga, tetapi juga berusaha memperluas 

keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi (UNESCAP, 2009). 

 Pada dimensi akuntabilitas, titik paling penting terletak pada isu data pemilih. KPU 

menegaskan bahwa data pemilih diperbarui terus menerus dan dicek secara faktual, sedangkan 

Bawaslu menempatkan tindak lanjut atas hasil uji petik sebagai ukuran penting kualitas pengawasan. 

Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa sebelum pleno triwulan, pihaknya memberikan saran perbaikan 
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kepada KPU dan memastikan jejak administrasi tetap ada. Dokumen resmi KPU Jember tentang 

penguatan sinergi dengan Bawaslu untuk memastikan akurasi data pemilih awal 2026 juga 

memperlihatkan bahwa akuntabilitas administratif memang menjadi ruang kerja bersama kedua 

lembaga KPU Jember (2026). 

Pada dimensi efektivitas-efisiensi, kedua lembaga masih dibatasi oleh anggaran, tetapi strategi 

yang dijalankan menunjukkan efisiensi adaptif. KPU memilih mempertahankan kegiatan yang sudah 

terinstitusionalisasi, sedangkan Bawaslu memilih format yang hemat biaya dan berbasis komunitas. 

Ketua KPU sendiri menilai bahwa kegiatan-kegiatan KPU belakangan ini “sudah cukup masif” dan 

tinggal dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara Ketua Bawaslu menekankan bahwa meskipun 

anggaran kecil, pengawasan data pemilih tetap diapresiasi oleh provinsi karena kualitas data yang 

dikirim masih dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, secara umum strategi kedua 

lembaga pada masa non-tahapan dapat dinilai cukup efektif untuk mencegah disfungsi peran secara 

total, meskipun belum sepenuhnya ideal karena masih dibatasi kapasitas anggaran dan SDM 

(UNESCAP, 2009). 

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember 

cenderung menggunakan strategi adaptif berbasis rutinitas pengawasan, media sosial, komunitas, dan 

penguatan internal; sedangkan KPU Kabupaten Jember cenderung menggunakan strategi kontinuitas 

program melalui pendidikan pemilih, pemutakhiran data, dan pelayanan informasi publik. Kedua 

strategi tersebut menunjukkan bahwa pada masa non-tahapan, lembaga penyelenggara pemilu di 

Kabupaten Jember tetap berupaya menjaga legitimasi, relevansi, dan kualitas tata kelola 

kelembagaannya (Bawaslu Jember, t.t.; KPU Jember, t.t.). 

Tabel Triangulasi Data 
Tabel 1 Tabel Triangulasi Data 

Fokus Analisis Data Wawancara Dokumen/Sumber Pendukung Hasil Triangulasi 

Adaptasi 

Bawaslu pada 

masa non- 

tahapan 

Ketua  

 Bawaslu 

menyebut   fokus 

utama pada PDPB 

dan data 

 partai politik 

berkelanjutan, 

disertai uji   petik 

dan saran perbaikan 

Bawaslu Jember 2026 

menegaskan penguatan 

pengawasan PDPB, dan 

Bawaslu Jatim menekankan 

standar serta kendali mutu 

pengawasan PDPB. 

Temuan ini 

konsisten dengan 

teori adaptasi 

organisasi: 

Bawaslu 

mempertahankan 

efektivitas 

melalui rutinitas 

strategis berbasis 

pembelajaran 

dan evaluasi. 

Adaptasi 

Bawaslu atas 

keterbatasan 

anggaran dan 

SDM 

Ketua Bawaslu 

menjelaskan 

penggunaan media 

sosial, “nimbrung” 

ke forum warga, 

dan pengelolaan 

anggaran 

proporsional karena 

tidak ada badan ad 

hoc dan anggaran 

terbatas. 

Visi-misi Bawaslu 

Jember menekankan 

pengawasan inovatif dan 

pengawasan partisipatif; 

berita resmi menonjolkan 

penguatan komunikasi 

publik. 

Strategi Bawaslu 

menunjukkan 

adaptasi

 prakti

s dalam 

 batas 

rasionalitas yang 

tersedia. 

Adaptasi KPU 

pada pendidikan 

pemilih 

Ketua KPU 

menyebut 

pendidikan pemilih 

tetap berjalan, 

KPU Jember 

mendokumentasikan 

Sosdiklih berkelanjutan di 

kampus, pesantren, 

KPU beradaptasi 

dengan menjaga 

relevansi 

lembaga lewat 
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menyasar pemilih 

pemula, perempuan, 

kelompok marginal, 

dan disabilitas. 

sekolah, dan ruang publik. pendidikan 

pemilih 

berkelanjutan. 

Adaptasi KPU 

lewat inovasi kanal 

Ketua KPU 

menyebut 

penggunaan Mobil 

Pintar Pemilu dan 

keterlibatan  pada 

event publik. 

Situs resmi menunjukkan 

promosi Mobil Pintar Pemilu 

dan sosialisasi di Pantai 

Paseban serta event kampus. 

KPU mengubah 

format 

sosialisasi, bukan 

menghentikan 

fungsi 

kelembagaan. 

Tekanan 

koersif/regulatif 

Ketua KPU dan 

Ketua Bawaslu 

sama-sama 

menegaskan tugas 

tetap berjalan di 

luar tahapan. 

Tugas KPU mencakup 

sosialisasi dan pemutakhiran 

data pemilih berkelanjutan; 

tugas Bawaslu mencakup 

pencegahan dan 

pengawasan. 

Kedua lembaga 

bekerja   bukan 

semata karena 

pilihan internal, 

tetapi karena 

mandat regulatif 

yang terus 

melekat. 

Tekanan 

normatif/profesion 

alisme 

Ketua Bawaslu 

menekankan jejak 

administrasi, 

evaluasi penerimaan 

aduan, 

Dan pembelajaran 

staf. 

Bawaslu Jember menggelar 

pelatihan press release bagi 

ASN untuk menjaga 

informasi    yang 

cepat, akurat, dan tepercaya. 

Terdapat tekanan 

normatif agar 

Kualitas kerja, 

komunikasi, dan 

akuntabilitas 

kelembagaan 

tetap terjaga. 

Tekanan kultural 

kognitif/legitimasi 

publik 

Bawaslu memakai 

media sosial dan 

forum warga; KPU 

hadir di sekolah, 

kampus, pesantren, 

dan ruang publik. 

Publikasi resmi kedua 

lembaga menunjukkan 

konsistensi aktivitas di ruang 

publik dan pendidikan politik. 

Strategi 

keduanya 

bertujuan 

menjaga 

legitimasi dan 

eksistensi 

lembaga di mata 

masyarakat. 

Transparansi dan 

akses informasi 

Ketua Bawaslu dan 

KPU sama-sama 

menekankan 

penyampaian 

informasi dan 

Pelayanan yang 

efektif. 

KPU Jember memantapkan 

SOP pelayanan informasi 

publik; Bawaslu Jember 

menekankan komunikasi  

publik dan publikasi 

program. 

Dimensi 

transparansi cukup 

kuat karena kerja 

lembaga 

terdokumentasi 

dan dapat diakses 

publik. 

Akuntabilitas data 

pemilih 

Ketua Bawaslu 

menjadikan tindak 

lanjut KPU atas 

hasil uji petik 

sebagai tolok ukur 

utama. 

KPU Jember menggelar 

pleno PDPB triwulan dan 

koordinasi intensif dengan 

Bawaslu untuk akurasi data. 

Validitas dan 

akurasi data 

pemilih menjadi 

titik temu 

akuntabilitas 

administratif 

kedua lembaga. 

 

KESIMPULAN  
Berlandaskan hasil penelitian serta pembahasan terkait strategi kelembagaan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam menghadapi 

disfungsi peran pada masa non-pemilu, oleh karena itu dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai 
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berikut: Pertama, masa non-pemilu tidak dapat dimaknai sebagai periode vakum kelembagaan, melainkan 

sebagai fase adaptasi strategis yang tetap menuntut keberlangsungan fungsi organisasi. Dalam konteks ini, 

baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Jember tetap menjalankan peran kelembagaannya, meskipun dengan 

intensitas dan bentuk kegiatan yang berbeda dibandingkan masa tahapan pemilu. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa potensi disfungsi peran bukan disebabkan oleh ketiadaan tugas, melainkan lebih pada 

keterbatasan kapasitas pendukung kelembagaan 

Kedua, KPU Kabupaten Jember cenderung menerapkan strategi kontinuitas kelembagaan melalui 

pelaksanaan pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pelayanan informasi publik, serta 

penguatan media sosialisasi. Strategi ini menunjukkan orientasi kelembagaan pada pemeliharaan fungsi 

pelayanan publik serta peningkatan literasi demokrasi masyarakat secara berkelanjutan. 

Ketiga, Bawaslu Kabupaten Jember menerapkan strategi adaptif yang berorientasi pada pengawasan 

berkelanjutan, pemanfaatan media sosial, pendekatan berbasis komunitas, serta penguatan kapasitas internal. 

Strategi ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap keterbatasan sumber 

daya, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. 

 Keempat, koordinasi antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember tetap berjalan secara administratif 

dan fungsional, terutama dalam konteks pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan data partai politik. Pola 

koordinasi tersebut dilakukan melalui mekanisme komunikasi yang bersifat konsultatif, mulai dari diskusi, 

pemberian saran perbaikan, hingga rekomendasi formal, yang menunjukkan adanya sinergi kelembagaan 

dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. 

Kelima, efektivitas strategi kelembagaan kedua institusi belum sepenuhnya menghadapi berbagai 

hambatan struktural, terutama terkait keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta tidak adanya badan 

ad hoc pada masa non-pemilu. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya jangkauan dan intensitas pelaksanaan 

program kelembagaan, sehingga berpotensi menyebabkan penyempitan kapasitas fungsi organisasi. 

Keenam, secara keseluruhan, strategi yang dijalankan oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember telah 

mampu menjaga eksistensi, legitimasi, dan relevansi kelembagaan pada masa non-pemilu. Namun demikian, 

optimalisasi peran kelembagaan masih memerlukan penguatan kapasitas struktural, dukungan anggaran yang 

memadai, serta inovasi program yang lebih berkelanjutan. 

Saran 

Berdasarkan pada hasil kesimpulan penelitian, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan: 

Pertama, bagi Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember, diperlukan penguatan inovasi program kelembagaan 

pada masa non-pemilu agar tidak hanya bersifat administratif dan rutin, tetapi juga mampu meningkatkan 

efektivitas peran strategis lembaga. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media digital perlu 

dioptimalkan sebagai sarana edukasi politik dan komunikasi publik yang lebih luas dan efisien. 

 Kedua, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, diperlukan komitmen yang lebih kuat dalam 

memberikan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan bagi lembaga penyelenggara pemilu, 

khususnya pada masa non- tahapan. Dukungan tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan 

serta memperluas jangkauan pr ogram pelayanan publik dan pengawasan demokrasi. 

Ketiga, bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional, diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit 

mengatur peran dan fungsi kelembagaan penyelenggara pemilu pada masa non-pemilu, termasuk dukungan 

terhadap program berkelanjutan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia kelembagaan. 

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian komparatif di daerah lain guna 

memperkaya perspektif analisis, serta menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti 

metode kuantitatif atau mixed methods, untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif. 
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